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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 421/ 2709 /Disdik/VIIl/2021

Tentang

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA),
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK), DAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk mempercepat pertumbuhan sumber daya manusia

tingkat menengah dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa diperlukan lembaga satuan pendidikan yang mampu
memberikan penjaminan mutu kepada masyarakat;

. bahwa dikarenakan pemekaran desa/kelurahan dan kecamatan

di beberapa wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan
Tengah maka Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) disesuaikan
dengan Kota, Kecamatan, dan desa/kelurahan yang baru
sehingga nama lembaga berubah sebagaimana ketentuan
peraturan perundang-undangan;

bahwa perubahan status nomenklatur Sekolah Menengah Atas
(SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar
Biasa dimaksud dengan tujuan meningkatkan tata kelola
pendidikan, mutu dan relevansi pendidikan, serta penyerapan
daya tampung siswa SMA, SMK, dan SLB;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, b, dan

huruf ¢ perlu perubahan nomenklatur yang ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan
Tengah;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Kalimantan Tengah
Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1622);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Menegah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Insonesia
Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3764);

Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 541 0);
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2010);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,
Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 607);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kalimantan Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012
Nomor 10);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun

1%

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4);

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 30).

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK), DAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

Merubah nomenklatur Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB)
sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang merupakan
bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Dengan adanya perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU, maka satuan pendidikan tersebut tidak
lagi memakai nomenklatur satuan pendidikan yang lama dan
pengelola adminitrasi sekolah disesuaikan dengan wilayah hukum
administrasinya.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 24 Agustus 2021

Pit. Dinas,

'

H. A. SYAIFUDI, S.Pd., M.S.M
Pembina Tingkat |

NIP. 19670104 199103 1 011

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Ditjen PAUD Dikmen Kemdikbud Rl di Jakarta;
3. Ditjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud RI di Jakarta;
4. Walikota/Bupati se-Kalimantan Tengah;
5. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah:
6. Kepala BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
8. Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten /Kota se-Kalimantan Tengah;

g,
10.Koordinator Pengawas SMA, SMEK, dan SLB Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
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